PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;

1.

2.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);



Menetapkan

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat

volatil yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional, meliputi

penerimaan dari jasa:

a. pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas
pejabat pembuat akta tanah;

b. pelatihan penilai pertanahan tingkat dasar;

c pelatihan penilai pertanahan tingkat lanjut;

d. pelatihan administrasi pertanahan bagi petugas
pengelola pertanahan daerah;

e. pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi bagi
surveyor berlisensi;

f.  pelatihan pengelolaan data pertanahan desa bagi
perangkat desa;

g. pelatihan penyusunan rencana detail tata ruang
tingkat dasar; dan

h. pelatihan penyusunan rencana detail tata ruang
tingkat menengah.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas

tarif tertinggi.

Pasal 2
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h
dilaksanakan di dalam kantor Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak
termasuk biaya transportasi bagi peserta pelatihan.



(2)

(3)

(1)

(2)

-3-

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
dilaksanakan di luar kantor Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak
termasuk biaya transportasi dan penginapan bagi
peserta pelatihan.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) serta biaya transportasi dan penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat dikenakan tarif
sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol
persen).

Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



_4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

r, '.:F,J

L

o n
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

17 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

<@#KUMHAMPA§TI

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR g55



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU
PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN _
(rupiah)

A. Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan

Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah

Metode Klasikal per peserta 2.900.000,00
B. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat Dasar

1. Metode Klasikal per peserta 2.900.000,00

2. Metode Nonklasikal per peserta 1.740.000,00
C. Pelatihan Penilai Pertanahan Tingkat

Lanjut

1. Metode Klasikal per peserta 2.100.000,00

2. Metode Nonklasikal per peserta 1.260.000,00
D. Pelatihan Administrasi Pertanahan Bagi

Petugas Pengelola Pertanahan Daerah

Metode Klasikal per peserta 4.700.000,00
E. Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah

Terintegrasi Bagi Surveyor Berlisensi

1. Metode Klasikal per peserta 3.600.000,00

2. Metode Nonklasikal per peserta 2.160.000,00
F. Pelatihan Pengelolaan Data Pertanahan

Desa Bagi Perangkat Desa

Metode Klasikal per peserta 2.400.000,00
G. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Tingkat Dasar




TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN .
(rupiah)
1. Metode Klasikal per peserta 2.300.000,00
2. Metode Nonklasikal per peserta 1.380.000,00
H. Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Tingkat Menengah
Metode Klasikal per peserta 7.200.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

ttd.
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